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BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 21fi tentang Tata Cara
Per:encanaan,Pengendalian rlan Eva-lr:asi Pembangnna-n Daerah,
Tata Cara trvaiuasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perrrbahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dinvaiakan bahwa persiapan
penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi Pembentukan Tim
Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
bahwa untuk menjamin terlaksananya penyusunan Renia
Perangkat Daerah dimaksud, dipandang periu membentuk Tim
Penvusunan Rencana Kerja (Rery'a) Dinas Kesehatan Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A27;
bahw'a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hufuf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera
BaraL Tahurr Anggararr 2A27;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1q58 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-flaerah Swantra Tingkat iI dalam Wilayah
Daerah Srnantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
Un<iang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 46 'lahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Maiuku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Seiatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan
Negam;
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tent.ang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A2'2 Tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Petrerintah Daerah;
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 20'22 tentang Peubahan atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 201i tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan;
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2A23 tentang Aparatur Sipil
Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah:
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 20'23 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah seLragai mana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2A24
tenLang Peraturan Mentcri Dalanr i.iegeri i.iomor 19 ?ahun 2Gi6
tentang Pedoman Pengelolaan Baralg Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Bvaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara trvaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2A19 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Dacrah;
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 90 Tahun '2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaktur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1"9 Tahun
Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangal Daerah;

2O2A tentang

2A2O tentang

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2A2A
tentang Perubahan Ketiga diatas Keputusan Menteri dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2A2L tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, verifikasi,
dan NomenkLaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Halrnahera Barat Nomor 2 Tahun
2021 tentang Peubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2AL6 tentang Pembentukan dan Sussunan Perangkat Daerah
Kabupateq llalmahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupatel 1{almahera Barat Nomor 2 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2A23 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Halrnahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor I Tahun
2A26 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2426;
Peraturan Bupati Halmatrera Barat Nornor 2A ?ahun 2OZl
tentang Peruirahan kedua atas Peraturan Bupati H*lmahera Barat
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat
Daerah;
Peraturan Bupati Hatnahera Barat Nomor LT Tahun 2023
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan bupati Halmahera
Barat Nomor 10 Tahun 2A16 tentang Struktur Organisasi
Perangkat daerah;
Keputusan Bupati Hahnahera Barat Nomor 3/I<ytSlL/2O26
tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengeiolaan Keuangarl Daerah
dari Bupati selaku Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintatran Kabupatea Halmahera Barat
sebagai Fejabat Pemegang Kewenangan Kuasa Fengguna
Anggaran Tatrun 2426:'
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27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2A26 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O26;

MEMUTUSKAIII

Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2027 pada Satuan
Ke{a Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat dengan Susunan
Tim Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
Tim Penyusunan Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu,
bertugas menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas
Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2027 sesuai
dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
Segala biaya :iang timbul sebagai akitrai dikeiuarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten llalmahera Barat.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 14 Jan

BUPATI

2A26

BARAT,

1.

2.
3.

kepada Yth z

Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
Kepala BAPERRIDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
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TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR :27.8 /KPTS lIl2026
TANGGAL : 14 JANUARI 2026

: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KER.IA (RENJA)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2027

lrto IIAMA /NrP JABATAIT DALAM
TIM

KET

1 NOVELHEINS SAKALATY SKM M.M.KES
NrP. 1976 Lt43t99703 1002

PBNANGGUNGJAWAB

2 M. KADRI UMASANGAJI
NrP. 197109 181991031000

KETUA

a
J HERNY DHARMA SARI DJAFAR SKM

NrP. 19734824 199603 2002
SEKRETARIS

4 ISMA]L H. BUAMONA S. ST
NrP. 19871 107201001 1002

ANGGOTA

5 SEFNAT RADJABAYCOLLE SKM
NrP. 197809 1220050 1 10 15

ANGGOTA

6 HANDIKA IRYANTO SE
NrP. 197705262446041006

ANGGOTA

7 SITTI NURLA]LA}I
NrP. 19760921244t02200t

ANGGOTA

I YOSEFINA TRISiLDA KOFI,AMD, KL
NrP. 19934416241903200 1

ANGGOTA

I KUMAI-ASARI APRIANDANY
NIP. 199504142019A32AA2

ANGGOTA

1U NTN \ TN7 A \TMTr\UVltrll\ 1l
NiP. 19841106 201001 2 011

a nrnn nd a
ftl\ i.rr.r(J I fl

11 ISRA OIHU
NrP. 1987A3122ALAO 12000

ANGGOTA
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